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Alat Kelengkapan DPRD
(ps.353 ayat 1, UU No.27/2009)

. Pimpinan

. Badan Musyawarah (Bamus)
. Komisi

. Badan Legislasi Daerah

. Badan Anggaran (Panitia Anggaran /
Panggar)

6. Badan Kehormatan
/. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
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Beberapa Catatan
1.

Ketidakjelasan posisi DPRD dalam sistem checks &
balances (kawal & imbang); Sebagai unsur
nenyelenggara pem atau parlemen daerah?

Pertanggungjawaban: LP) menjadi LKPJ = peran dlm
nerubahan kebijakan berkurang?

Review Perda oleh Depdagri (pengawasan represif)

raksi (bukan alat kelengkapan) lebih berperan
daripada Komisi, Bamus & Banggar (alat
kelengkapan)

Pimpinan dewan ex-officio dilm BK, Bamus & Banggar
(Masalah pemahaman substansi & kelemahan
inisiatif). Bgm mendukung fungsi legislasi yg
arofesional?




Apa tantangan
peningkatan
kesejahteraan rakyat
dan apa yang
potensial di Kudus?
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MASALAH UMUM
Kabupaten Kudus (Agenda Legislasi)

€ Penduduk di bawah garis kemiskinan

€ Pengangguran
e Rendahnya daya saing produ
€ Akses layanan pendidikan &

K daerah

Kesehatan

e Penegakan hukum & reformasi birokrasi

€ Dukungan infrastruktur

€ Optimalisasi sektor pariwisata
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Bagan 1. Prosentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
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Bagan 2. PDRB per kapita
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Tabel 2. Realisasi APBD Kudus Tahun Anggaran 2009

Uraian Jumlah (ribuan rupiah) % Total Belanja APBD
Total Pendapatan 582.009.564

Pendapatan Asli Daerah 49.623.592 7,1

Dana Perimbangan 456.321.847 74,8

Lain-lain Pendapatan 50.525.535 51
Total Belanja 603.786.472 100
Belanja Tidak Langsung 352.665.681 52,65

Belanja pegawai 268.870.806 40,13

Hibah 16.226.346

Bantuan sosial 11.571.500

Bagi hasil 780.350

Bantuan keuangan 44.873.208

Belanja tidak terduga 9.553.065
Belanja Langsung 317.159.220 47,35

Belanja pegawai 50.866.005

Belanja barang & jasa 93.656.254

Belanja modal 172.703.754 14,02
Pembiayaan Daerah 151.565.172

SiLPA 132.795.032 13,4

12.270.141

Defisit 21.776.908




Legislasi DPRD Kudus Tahun 2010: 20 Perda

—

. Perda No... (2009): APBD

2. Perda No.2: Retribusi Dukcapil

3. Perda No.3: Retribusi Layanan Kesehatan = Dinas
Kesehatan

5. Perda No. 5: RPJMD 2008-2013

20. Perda No.20: Pajak Penerangan Jalan

Catatan:
Apakah Perda-Perda tersebut sudah sesuai kebutuhan
masyarakat?



Contoh: Produk Legislasi DPRD Pati 2009
Semua untuk PAD?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perda No.1/20009:
Perda No.2/2009:
Perda No.3/2009:
Perda No.4/20009:
Perda No.5/2009:
Perda No.6/20009:

Perda No.7/1999

Perda No.7/2009:

8/1999

Perda No0.8/2009:
Perda N0.9/2009:

APBD

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Penyedot Limbah - Perubahan

Retribusi Parkir > Perubahan Perda No.

Retribusi Potong Ayam
Retribusi Pelayanan Pasar

Perda N0.10/2009: Retribusi Izin Pemakaian Fasilitas Pasar
Perda No.11/2009: Retribusi Grosir / Pertokoan

a No 12/2009: Retribusi I1zin Usaha Perdagangan
009: Pengelolaan Irigasi Partisipatif.



Untuk Dipertimbangkan dalam
Inisiatif Perda

1.

2.

Apakah Perda sejalan dengan misi
pembangunan daerah (RPJMD)?

Apakah tidak bertentangan dg peraturan yg
lebih tinggi. Mis: UU No.28/20009.

Fokuskan pada upaya “memberi sesuatu kepada
rakyat”, bukan “mengambil dari rakyat”.

Apakah anggaran daerah sesuai dengan potensi
Kudus? (lihat PDRB)

Tunjukkan produktivitas Baleg (buat agenda
legislasi, tepati jadwal, pertimbangkan dampak
Perda bagi masyarakat). 2 RIA (Regulatory
Impact Assessment).



TERIMA KASIH

MATUR NUWUN

SELAMAT MENGABDI UNTUK RAKYAT DENGAN
KOMITMEN LEGISLASI YANG NYATA.




